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Thie Reseetch ie deectiptive analysis that airn to bw the kel of paticipatior\ accountability
agd ttanspqency impbmentatioa in finalci^l goyenrance. Tbe data in this teseatch ie ptimary
deta that obtained by eprcading the questionairce to Locd Crovetrment Budget Team and
Budget commitae, 120 qucstionaailee vrcre rctumed but ooly 98 cao be processid.
The data were aqa}yeed by eequency table in deecriptive etatietics and comparing the value of
e calculation with the , tebh to teke of conclusioa. Flom ftequency t"ttu in descriptive
etatistics obteiaed that *e level of participation, accountability aod transparcocy
impbmeotations in fifi{rcial g{ryenrarurce ie G0it4; 63.r%0/o and 5914%. \Fhele as by
comparboar obtained that qe value of z calculation for particip.tioo, accountability .od
traosPaEncy ia smalkr than e table value. That is iadicate the principha of participation,
accountabi[ty and uanepaaeac5r ie not fulfilenough in fir"-"cidgovetnaoce.
Keywords: c,ood Gownare, Paxticipaion, Acnntabilil, TrarcpanaE, Finarcial Gowmance.
PENDAHULUAN
Taotaogao utana yaag dihadapi pemedntah
daesh di [odooesia adalah bagaimaoa
mcncipakao sebuah tata pemerintahaa yang
baik daa pemedutah yang bemih. Tanangan
tersebut muncul kaleaa baayakaya persoalan
ttya:la yaig dihadapi oleh pemedatah daerah
dao masyamkat yang belum d"pat diselesaikan.
l\.{25alah perqgaqgurao, kemishinao, reodahaya
mutu d$ kesempaan mernpedeh
peodidikaa sera reodahaya tiaglat kesehataa
warga adalah beberapa contoh perrna5alah46
yaog dihadapi pemerintah daerah pudi 2007).
Pdnsip god gownaffe menghendaki
pemeriataha'r diidankea dengaa mengikuti
pri"*p-priasrp peogelolaar yaag baik, seperti
akuotabilites, tansparansi ftetedukaao),
partisrpasi, keadilaa, daa kemaodkiao. Dengan
mempethatiL"o priasipprinsip re$ebut
diharapkao sumber daya daerah yaag dikelola
okh panednah benar-beoat mencapai tuiuan
bersama, yakni uotuk kemakmuran dan
keseiahteraao masyarakat. Srleh satu upaya
untuk mewuiudkan good gouctnata adalah
deogan meningkatkan partisipasi, traosparansi
daa akuotabilitas peagelolaq. keuangan daerah
(N{asmudi 2003).
Salah satu tahapaa yry peatiog daa
menentukao dalern peogelolaan keuangan
daerah adalah tahapan penganggatan (fudg,tirr{.
IVhrdiasmo (2N4, aagatakan bahwa wuiud
dari peayeleogaraan otonomi daerah 2dqlnh
pemanfaaton sumber &ya yang dilakrrt2l
secara ekoaoa.is, efisien, efektif, adil daa
merata uotuk mencapai akuntabilitas publik-
Aogaran dipedukao dalam pengelolaaa
sumber daya tersebut dengan baik uotuk
mencapai kine{a yasg diharapkaa oleh
masyarakat dan uotuk menciptakan
akuatabilitas terha&p masyamkat Untrrk
menghasilkan atrgarao yaog berkualitas, ma[x
dalam prosestrya irp harus menerapkan
priasb partisipasi dan uaasparansi
Na*ua pada keoyataannya akuatabilitas da.
traasparansi'lalnm pengelolaaa keuangan pada
pemerinah daerah masih kurang. Penyusunan
Aaggamn Pendapatao dau Belania Daetah(APBD) yaog dilah*aa oleh psmerinlahan
Daetah 'yaag terdiri dari Eksekutif dan
Lqfislatif boleh dikatakan ti,dak traasparan daa
akuntabd karena APBD yang sudah disusun
tersebut tidak pemah dipublikasiL^n kepada
publik- Demikiao pula halnya deogan
pertangungjawaban 
'IPBD tetsebut iuga tidakpernah dipublikasikao- fnilah salah satu wuiud
ny^t^ dari kutaognya akunabilitas dan







































transparansi flelqm Prr,gritgglltti trsebut(APKASI 200I ) fl r ttn :,",j *tl'-aokasior.id\
Peaelitian ini bertui,raa rmt* meageahui dan
memperoleh bukti empiG teouog tiogfut
irnFlementasi pdnsip-ptinsip grod gemrrarra
dalam peogelolaao keuaogaa daffah- S€hingga
hasil penelitian ioi dihaapkao meniadi
mesukan, evaluasi aan setatlgus motivasi bagi
pemeriotah daerah uatuk
meqgrmple"ne.tasikaa good
gDwftrarrc€ dalam pengelohan keuangaa
daerahnya, Adapauo rufirusao rnasabh
peaelitian irri dinyatakan dalam b€ltuk
pertanyaao peoelitiao sebagai betikur
1. nagainaoakah tinglrat implemeoasi
prin$p partisipasi rlalam peogdolaan
keuaagea daerah?
2. Bagpunanakah ungkat implerneaasi
pdasp akuoatabilitas dalam
peogelolaan keuangao daetah?




PrisipPtins ip Good Govemance
Caod goamtance adalah mekanisme pengelolaan
snmber daya ekonomi dao sosial yaog
suhrstansial dao percrapannye untrfi
rnenuaiang pembangunan yang stabil de.ga,
syarat urrrna (efisiea) dan (relati$ m€rata(Iftina 2003). Sedangkan (Puiiyono 2W6)
meoyatalrao bahwa koasep good gownance
dimakaai sebagai pengelolaaa aau peogarahan
yaag baik untuk menciptakaa peayebagaraan
regara yang solid, bertaogguog iawab, efektifdan efrsiea, dengao meoiaga keserasian
interaksi yaag konstruktif di antas domaia
pemerioah, sektot swasta, da. masyarakal
L Alorntabilitas
Dalam Gonnmcatal Awaatiag Stadad Boad
{CASE bagiaa Coarpts Stateaeils no.1 teaaog
O$ektiws of Fiaancial Repotting meayatakan
bahrra akuntabilitas mempakan dasar dari
pelaporan keuaagao di pcmerintahan.
Akuntabilitas adalah tujuao tertingi p"laporan
keuangan pemetintah. Akunabilias meliputi
pembedan iofotmasi keuaogaa kepada
masyamkat daa pemakai lainnya sehinqga
memungkinkaa trag mereka uotuk menilai
pertanguagawabao pemerintafu atas seluruh
aktivitas yang dilakukao, bukan hanya aktivitas
finansialaya saia. Koasep iai menekankao
bah.ra lapotaa keuaagan pernedntah harus
dapat memberikan informasi yaag dibutuhkan
pam pernakaiaya dalam pembuataa keputusan
sosial dao politik Glalin 2002).
Memrrut Kriaa (2003), akuntabilitas
berhubuogan dengan kewaiiban dari institusi
pemedntahao maupun para aparat yaag bekerja
di dalamoya untuk membuat kebiiakao ruruprul
melakukaa aksi yang ss5rrai dengan nilqi yaag
bedaku aaupulr kebutuhaa masyarakat
Akuoabilias publik menurrtut adatya
pembatasan tugas yaog ielas d".' efisiensi dari
pa'aapant birokrasi
2. Ttansparaasi
Meourut Werimon, dkk (2007) transpataosi
adalah priaslp yaog meniami. akses atau
kebebasan bagi setiap orang uonrk
memperoleh informasi tentang
pemerinahan, yakni
infotmasi teotaog kebijakan, proses pembuataa
dan pelaksr.aan.tya, serta hasil-hasil yang
dicapai Sedaogkan meourut Kdoa (2003)
ptiilsrp uaaspaaasi di atas dapat diukur
melalui seiumlah iadikator seperti :
^. 
Mekaoisme yang meniamin sistem
keterbukaao daa standarisasi dari
semna proses-proses p eley aolaa publik.
b. Mekanisme yang memfasilitasi
Pettaoyaeo-pertanyaan publik terrrrng
. berbagai kebifakao dan pelayanaa
publk, maupun proses-proses di
dalam sektor publik.
c. N{ekaaisme yaag memfasilitasi
pelaporan Erauprm peoyebarao
ioformasi maupun penyimpangan
tindakan aparat publik didalam
kegiatao melayaal
3. Pattieipasi
Pa*isipasi bemraksud untuk meajamin agat
setiap kebii"kan yaog diam$il aeacerminkan
aspitasi masyarakat. Dalam rangka
meogantisipasi berbagai isu yaag a&,
pemedntah {aemh meayediakan saluran
komuaikasi 
^g$ masyarakat dapatmengutarakan peadapatoya. Jalur komunikasiini meliputi pertemuan ufiIlrn, temu wicara,
koosultasi dan peayamFaian pendapat secara
tertulis. Bentuk lain untuk merangsaog
keterlibatan masyarakat adalah melalui
pereocanaao partisipatif untuk menyiapkan
agenda petnbangunan, pemaotauao, evaluasi
dao Peogas/asao secara partisipatif dan
A
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mekeflisme konsulasi uatuk meayele5aikao isu
sektoral (s:u:u,bappc&s,gs-rd)
Partisipasi didasa*an pada asumsi bahwa
organisasi pemerintah akan bekeria lebih baik
iika aoggoa-angota dalam struktur diberi
kesempatao uoark terlibat secara intim deagao
setiap keputusan organisasi Hal ilri
menyangkut dua aspeh yaitu (B. Guy Peter
2001 dalam Krioa 2003):
a. Ketedibatao apamt melalui tetcipaaya
nilai dan komimec di antam pata
aparat agar termotivasi deogan kuat
pada Program Yary
rliirnplementasikan.
b. Ketedibatan publtk, dalam desain dan
implementasi program.
Pengelolaao Keuangan Daerah
Keuaagao daerah adalah semua hak dan
kewaiiban daemh dalam mogla
perryeleosereaa pw.nntah daelz.h yaag dapat
.linilai dsngan uang termasuk di dalamnya
segala beotuk kekayaan yaog berhubr",gan
dengao hak daa kewaiibao daerah tetsebut.
Untuk meagelola keuaagan daerah secara
terintegrasi, efektif, daa efisieo pedu
rtil-ksanakaa taa kelola pemedoahaa yang
baik, yaag aempuayai tig, pil"t utama, yaitu
uaasparaasi, akuaabilitas, daa partisipasi
(pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam
BPKD DrY,2oo8)
Pengelolaan keuangan daerah 2drlah
peogorganisasian kekayaan yaagada pada suatu
daerah untuk meocapai ruirun yang ingin
dicapai daemb tersebuL Peagelolaan keuangaa
daerah terdid atas peogurusao umum dan
peqgurusaa khusus. Peogurusao umum
berkeoaan dengao APBD, sedangkan
pengurusan khusus berkenaao dengan barang-
baraug inventads kekayaan daerah ( Halim
2AJ4:9,21).
Dalam konsep yaoC lebih luas, sistem
pengel'olaaa daerah terdiri dari asPek-
aspek (Flalim 2004:68) betikut
1. Pengelohan (optimdisasi danf atau
penyeimbangan seluruh sumber-
sumber y^ag mamPu memberikan
pendapataa dan ata,u
penghematan yang muoglia rlilrkukaa.
2. Ditetapkaa oleh Badao Eksekutif dan
Badaa Legislatii dilaksanakan oleh
Badan Eksekutif, serta diawasi oleh
Badan l-egislatif dan seluruh
kompooen masyatakat daetah-
3- Diarahkan uotuk keseiahteraan seluruh
masyarakatnya.
4- Did*ari ole& prinsip-prinsip
e*om4 efiqi€.si dan efektif.
5. Dokmeatsi, traasparansi, dan
akrmtatxllitrs-
Transpaaosi Delciedi salah satu ukuran
peotiog ei gd gtntwrn. Gownana dintlai
baik atau h!flrt, sahh satuaya diteotukan oleh
tirylat di dalryn pemerinahaooya.
Selaia ift, traosparaosi memiliki implikasi yang
saogat besar tefradap kemampuon pemerintah
untuk bsbagai indikator
gnnenarr@ yarg laio. Misaloya bagaimana
pemerintah &prt eniadikan ditinya
partisipatif iik mereka tidak sangguP
mewuiudkaa traosparansi. Warga hanya akarr
mau dao dapat tedibat dalarn berbagai kegiatan
pemedatahan dan pelayaoan iika aturan main
meageoai pelaksanaao kegiaao pemedntahan
dao pelayanaa publik itu terbuka dao mudah
diketahui oleh warga. Kalau isformasi
meogeaai hak daa kewaiibaa tidak lelas dan
sulit dikeahui oleh waqga maka tidak akqn ada
patisipasi (Dwiyaato 2N6:227).
Dengan mengacu pada tuiuan dari akuotaosi
pemerintahao dan mettghataPkan
ditempkanaya good gtaenatn dalam pengelolaao
daerah, maka saogatlah penting
untuk meagimplemeoasikao traasparaosi dan
partisQasi dalam ptoses peogelolaao keuangao
daerah. Dengan b.gt" diharapkan
implementasi god geafiTtarrce ini dapat
membantu mengatasi pmktek kotupsi kolusi
da. aepotisme.
Berdasarkan penielasan di atas diharapkan
peoelitiao ini bisa membuktikaa tingt<at
peaerapan konqep gnd gwnana khususnya
ptiasip-ptiosip akuntabilias, transParansi dan
partisipasi dalam pengelolaan keuaagan daerah.
METODE PENELITIAN
Penelitiao ini merupakan studi kasus padr 3
(tiga) Kabupaten di Propiosi Beoglulu yaitu
Kabupatea Bengkulu Uata, Kabupateo Muko-
Muko daa Kabupateo Beogkulu Selatao
deagan respodea yang atan diambil adalah
pegawai yaog ada di Baglen Keua.gm
Sekretariat' Pemetintah Daerab Badan
Perencaaaan Pembaaguoao Daerah (Bappeda),
dan Panitia Aagaran DPRD.
Pengukumn Variabel
a. Partisipasi MasyareL*
Partisipasi masyar.ket adahh keterlibatan
masyarakat dal"-, setLp afcivias proses
pengelolaan ry dilakrrkan ql3[
pemetintah A,*:-l[' @ se* pealusunan atah






































dalr kebijakaa peaelrrttlro sna&gi &a pdorires
serta advokasi anggarao- Pdiipasi dfuhE
deogan indikator-iodiketc q?i bedkut
(Iftina 2003):
l. Ketedibaan aparet 
'net2tui tercipaayanibi d61 komitmea di aotata eyaraL
2. Adaoya forum uatuk menampuog
partisipasi masyarakat yaog represeotatif,
felas arahaya dao dapat dikonttol, besifat
terbuka dan inklusif, hams ditempatkan
sebagi mimbar masyarakat
meogeksptesikan keinginannya.
3. Kemaopuan masyarakat uatuk tedibat
dalam proses peoobuatan kqtutusan.
3) Adatya ,kejelasaa dr'i sasarar
ao88arao, dan sudah sesuai dengan visi
dao misi organisasi, sera staadar yaog
bedaku-
4) Adaaya mekanisme uatuk meaiamin




5) Korrsisteosi maupuri kelayzikrui driri
ta{get operasional yry telah
diteapkan rnaupuo prioritas dalam
mencapai ta{get tersebul
b. p2d2 tahap sosialisasi kebiiakan:
1) Peoyebaduasan infomasi mengeoai
atggaran, melalui msdia ma5sq 66.lia
nrrmZSS4 mauprur 6sdia ftgmrrniL2si
personaL
2) Akuasi dan keleagkapaa informasi
yaflg berhubuagan deogan cata-cat^
meocapai sasaran suatu program.
3) Akses publik pada infornasi atas
angaran Setelah aoggaras dibuat dan
mekaoisme pengaduan masyarakat.
4) Ketersediaan sistem ioformesi
raanaiemea dan moaitodag hasil yang
telah dicapai oleh pemerintah.
Adapua alat ukur uatuk melihat implementasi
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangao pada
penelitiaa ini (Krina 2003) yaitu:
a. Renca.a Strategis @enstra).b- Job fuscription (acuan pelayanan): pilihan
metode p€layanao, mekanisme /
standar pelayanao, staadar efuiensi
c. Produk kebijakan daerah (proses
pembuataa keputusan): APBD.d. Amtal ,vprt paporan
peraaguagiawaban).
e. KebiiaLa. daerah dalam peapdaanb*rg dan iasa.f. Peaaaganan pengaduaa: kotak pos
pengaduao.
g. Penetapan kriteria untuk tuengukur
performansi apaaat.
c. Transpamasi dalam pengelolaan
Keuangan
Uotuk meogetahui tingkat transpaansi dalam
neaqtgtaan keuangan d-ilakukan dengan
mengidentifikasi implementasi indikator_
iodikator traasparansi berikut ini
Fokus pemerintah adalah pada
memberikaa arah dan menguodaag oraag
lain uotuk belpartisipasi
\risi dan pmgembaagao bedasarkaa pada
koaseasus 
^rrt^ra pemetioah daamasyarakat
6. Alises bagi masyatakat untuk
meuyampaikan pen&pat datem pioses
pengambilan kepunrsan.
Alat ukur prinsip partisipasi (Kdna 2003)
adrlah: (1) Pendapat masyatakaq (2) pertemuan
kelompok masyarakat; (3) Jaiak peadapaty**; (4) Laporan penelitiaa dao kaiian; (5)
iMedia massa; {6) Pemungutao suara sedethana
dalam rcferendr:m; () Diskusi publik; (g)
Keikutsertaan secara elektronih (9) Koofereasi
kebifakan; (10) Confennce Roand Taik
b. Akuotabilitas dalarn pengelolaan
Keuangan
Untuk meogetahui tingkat akuatabilitas dalrrn
peogelolaaa keuogan di dilakukan deng",
mengideatifikasi implemeaasi indikator-
indikator akuntabilias yang dikembaa*an
oleh Ktina (2003). Adapun indikator-indikator
yaag dimaksud yainr
a. Pada tahap proses pembuaaa sebuah
keputusan:
1) Pembuatan sebuah keputusaa harus
dibuat secara tertulis dan tersedia bagi
sgtiap warp yang membutuhkan.
2) Pembuatao keputusaa sudah
aemenuhi standar etika dan ailai-nilai
yang bedaku, artinya sesuai dengaa
pdnsip-prinsip arlmiois6xsi yaag beaar



















a. Peayediaaa informasi yang ielas tenteng
pr<rsedur-prosedur, biaya-baya, dan
taogung jawab.
b. Kemudahan akses informasi
c. Menyusun suatu mekaaisme peogaduaa
iika ada peraturao yang dilangar atau
penrrirtarn untuk membay,u uang suap.
d. Meaingkatkaa arus informasi melalui
keriasama dengan media massa dan
lembaga aoo pemeriotahaa.
Adapuo alat ukur uaark melihat imFlemeotasi
ttaasparansi dalam pengelolaaa keuangan pada
penelitian iai (Kdna 2003) yaitu:
a. Publikasi kebiiakao publik melalui alat-
aht komuaikasi; laporan 'tahunaq
brosut, baJbt, posat infomasi, telepon
bebas pulsq liputan media, ildan
layatlrau- masyarakat, webitc, papaa
pengumumao, dan koran lokal.
b. Iafomrasi yaflg disailka* acuan
pelayanan publik, perawatao data,
lapnrao kegiatan publik, ptosedur
keluhao.
c. Penangaa keluhaa: betita-berita kota di
media massa dan lokal; notice of ntponse;
persoai! limit uraktu respon; tempat
saraa daa survei teoang isu-isu
kebiiakan publi( komeotat dan
catatan uatuk draft kebiiakan dan
peraturan; survei pemakai fasa institusidan orgaoisasi daetah; Ba*'asda;
Kaator PN{D/BPN{; Kantor Humas,




Data yaag diguaakan d2lam penelitian ini
adalah data prirner. iMetode pengumpulao data
yaitu metode surrei, observasi,
daa penelitian lapangaa.
a. Survei
Yaitu tekoik pengumputaa dan analisis data
berupa opini dari obyek yang diteliti
(responden) melalui tanya-iawab. Ada dua cara
yang diguaaLaa dalam metode 111r, yaitu
kuesiooer (pertaayaaa tertulis) dan wawancara
(pertanyaan lisan). Data pada penelitian ini
diperoleh deagan cam memberikaa kuesioner
yang berisi daftat pertanyaan terstruktur yang
ditujukan kepada responden. Penyebaran
kuesioner dilakukan secara langsung ftuesioner
dia.tarkan langsung ke responden yang
bersaaglutan).
Ifuesbner dzrLm penelitian ini di5rroo seudiri
ohh peaeliti dengan rrreogacu pada iadikator
<lan alet ukur pdnsip akrmabilitas dao
tmosparaasi yang dikembangkan oleh Krina
(2m3). Selaniutnya dtlabtl&an pibt tcst (uy coba)
terhadap kuesiooer tersebut, yang rtilakukan
gada seiumhh tespooden yaog s^rna dengan
tesponden yaog sebenarnya. Prakst
dilahlao untr.rk mengideatifikasi masalah-
masalah dalarn pealusuoao kata-kata, forrllrnt
kuesioaeq dao laifl-laio yang sangat
berpeogamh terhadap validitas penemuan dari
penelitiaa tersebut (I(uncoro 2003).
b. Observasi
Datam peoelitiao ini peneliti melakukao
observasi langsung yaitu de.gan mendataogr
apar t y^ag tedibat dalam penganggarao, yakni
Tim Aogaran Pemeriatah Daerah GAPD)&n Paaitia Anggaran paagar) pada DPRD
untuk metdapa&an informasi ya,ng
dibutuhkan. Pengunaan teknik obsenrasi
lrogs*g ini memung[inkan bagi peneliti






Tekoik yang diguaakaa uatuk melakukaa uii
validitas adalah deogaa meogunakan koefisieo
korelasi Pcarrot, nmlation. Kriteria yang
ditetapkao dalam meneatukaa validias data
adalah r hitung ft.oefisien korelasi) lebih besar
dad r tabel (nitai fui1i5) pada ianf signifrkan
0,05. Jadi iika koefisien korelasinya lebih besar
dari nilai kritisnya maka instrumen pengukur
dapat .likatakan valid (Ghozali 2005).
b. Ufi Reliabilitas
Uji reliabilitas dimaksudkan uatuk meneahrkan
tingkat kqrercayaaa miaimal yang dapat
diberikan terhadap kesungguhan iawaban yang
diterima (Suhartono 2006). Kriteria yang
ditetapkan dal^- mengetahui reliabilitas data
adalah nilai koefisien reliabfitas afiba y,-g
lebih besar dari 0,60 (Nuonally 1967 dalaa
Ghozali 2005). J"d+ nk" nilei koefisien
reliabilitas alpba-rya lebih besar dad 0,60 maka
instumea pengukur dapat dikatakan reliabel
(andal).
Metode Kuantitatif
Untuk menghiq 'ingk^t fonplementasi
partistpasC ahmatr'litrs dan .sp,2sasi dalam
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pergaflggafafr oaenguffka,l flmus sebagai
berikut (Alghifari 2003):
tin g k at irnp lemcnt asi pr ementasi
X Nilai |awaban'ya'
=ffix1oo%
Selaniutnya kdteda untuk menentukan
keterpenuhan implementasi akuoabilitas dan
traosparansi dalat pengelolaan keuangan
diteatukan dengaa membaadiogkan nilai 1
hitung dengan nilai qtabel. Untuk nilai thitung
meourut Richad & Haber (1982) dapat dicari






P = tingkat ketelpeouhao indikator
p0 = asumsi keterpeauhan indikator (507o)
n = iumJah responden
Sedangkan tingkat ko,fidensi (cr,) p^da
penelitian ini sebesar 5oh, aaka ur1tuk nilai 1
tabel= 1,96 (dilihat dari able daerah kursa
norrnal). Selaniutnya dilahrkan pembaodingan
ntlai z hituog terhadap < tabel Menurut
Walpole (1995), dalan per;.bandiagan ioi
nantinya lika nilai t hinrog lebih besat dari 1
tabel ,naka varia6.1 dinyaakao terpenuhi
(tioggi). Sebalikaya" iika nilai I hiarng lebih




Jumlah kuesiooer yaoC disebarkan dalam
peoelitian ini adalah sebanyak 120 eksemplar.
Distribusi penyebarao kuesionet dapat dilihat
dalam tabel4.1 berikut ioi (F{alamaa 22):
f'abel 4.1 Disuibusi Penyebaran Kuesioner











Sumber data primer diokh, 2009
Tingkat peogembaliao kuesiooer dalam
penelitian ini adalah lWo (2A kuesioner).
Angka pengembaliao yang fiflSi rrrr karaa
peneliti mengaotarkan langsung kuesioaet
tersebut kepada tesponden. Namul dari 120
kuesiooer yaog dikembalikan haoya 98
kuesioner saia yaag terisi leogkap, sehinga
kuesioner yang dapat diolah sebanyak 98
kuesiooer (81,6604.
b. Uii Kualitas Data
Hasil dari peagujian tersebut dapat dilihat pada
abel4.2 berikut ini











* signifikan pada lwel 0,05
** signifikan pada level 0,01
Dari tabel tersebut terlihat sebaran nilaj r
hitung uotuk variabel partisipasi 0,400 
- 
0,750,
untuk vadabel akunabilitas adalah 0,321-0,804,
dan sebarao nilai r hituag untuk vadabel
traasparaosi adabh A,462-0,944. Nilai ini lebih
besar dari r tabel (0,3120), yang menunjukkan
bahwa data kuesioner yang digrrnakan adalah
valid.
Sedangl<"n basil uii kualitas data deogaa
penguiiao reliabilitas dapat dilihat pada tabel
4.3 berikut ini
Samber data priwr diolab, 20A9
Dari tabel di atas tedihat nilai C,mnbach Alpha
untuk variabel partisipasi akuotabilitas dan
transparansi berturut-turut adala,h 0,825; 0,829
dan Op36. Hal ini menuniukkan bahwa data
primer tersebut reliabel karena rnilai Crcnbacb
Alpha> A,60.
Tabel4.3
Volume XII Nomor 02 INTEREST IULI-DESEi\AER 2W9
39
ISSN 1410-8828
pef,ganggeren rDe,lguflakafl rumus sebegai
berikut (Alghifari 2003)r
t in g k at imp I em.ent as i pr ement as i
X Nilai fawaban "ya"
x1007oNilai Malsimum Kuesioner
Selaniutnya kriteria untuk menentukan
ketetpenuhan implementasi akunabfitas dan
traasparaasi dalam pengelolaao keuangan
diteotukao der$. membandiogkan nilqi 1
hit*rg dengan nilai 1abel. Unttrk nilai thitung
merurut Richard & Haber (1982) dapat dicari





p = tingkat kerelpenuhao indikator
po = asumsi kete4penuhrt inrtit<ator (5fflo)
s = iumlah respondea
Sedangkan tingkat koafidensi (") pada
penelitiao ini sebesar 5o/o, rlraka rmtuk nilai 1
tabel= 1B6 (dilihat dari table daerah kurva
nonnal). Selaajutnya dilakut<ao pembandingan
nilai z hituag terhadap < tabel Menurut
Walpole (1995), dal-m pembadiCIgan ini
nantinya jika nilai t hitung lebih besar dari 1
abel maka variabel dinyatakan telpenuhi(tiogi). Sebaliknya iika nilei q hitung lebih




Jumlah kuesioner yaog disebarkaa dalam
peoelitian ini adalah sebaoyak 120 eksemplar.
Distribusi peoyebaraa kuesioner dapat di[hat
dalam tabel4-1 bedkut ln $Ialaman 22):
I'abel 4.1 Distribusi Penyebarao Kuesioner











AqIke reEnbalian yang 'rqi irri karena
peneliti rncngeila*an lengsung kuesioner
te*ebut t p.,k Namun d^ti l2O
kuesi<me y2og dikembalikan hanya 98
kuesilmer saia ymg terisi leogkap, sehinga
kuesiooet yaog dapat diolah sebanyak 98
kuesioacr (81,66010).
b. Uii Kualitas Daa
Fhsil da'i tersebut dapat dilihat pada
tabel4.2 berikut ini













x sigaifikan pada lwel 0,05
** signifikan pada level 0,01
Dari tabel tetsebut tedihat sebaraa nilai r
hitoog untuk variabel partisipasi 0,400 
- 
0,750,
uatuk variabel akuaabilitas adalzh 0J21-0,804,
dan sebaraa nilai r hituag untuk variabel
traosparansi adalqh O,462-0944. Nilai ioi lebih
besar dati r tabel (0,3120), yaog menuoirrlrkan
bahwa data kuesioner yang digunakan adaiah
valid.
Sedaogkao hasil uii kualitas data dgngan
penguiiaa reliabilitas dapat dilihat pada tabel
4.3 berikut ioi
Swber data 1>riner diohh, 2009
Dari tabel di atas redihat nilai (a1ga6fi ftlpfia
untr:& variabel partisipasi, akunabilias dan
transparansi berturut-turut adalah Q825; 0,829
dan 0B36. Hal ini oeruniukkan bahwa data
primer tersebut reliabel kaneru nilqt (1anl2a6/1
Afuba> 0,6O.Sumber data piner diolab, 2009
Tingkat pengembalian kuesioner dalam
pernelitiaa ini adalah 10U/o (120 kuesioner).





Deogan tabel ftelareosi dal"rn
statistik deskriptif dan aeagmalisis nilai
iawaban "ya" dalrm abel tersebug tingkat
keterpeouhan indikatot uatuk variabel
akuotabilias dapat dilihat p^d^ t^bel4-4 berkut
ini
Tabel 4.4 Tingtat Ketetpenuhan Indikator
Akuatabfitas
Smfur data Priaer diolab, 2009
Jik" dilihat dad perseotase keterpenuhaa
indikator akunabilitas, tingkat' ketelpenuhaa
peling readah terdapat pada irdikator 3, yakni
51,3o/o. Hal ini mentmiukkan bahwa
keterpenuhan indikator kelayakan daa
koosistensi dari target operasional mauPun
prioritas masih belum aaksimal. Uotuk itu
pemeriatah daelo;h di Propinsi Beagkulu perlu
melakukan peningkatan khususnya dqlam
penetapatr staodarisasi biaya untuk setiap item
kegiatan yaog telah diaaEgarkan. Sedaogkao
tingkat keterpeouhao p^ling ''rggi terdapat
pada indikator 2, yakni 69,53oh. Hal ird
menuojukkao bahwa dalam peagelolaan
keuagao telah teldapat melrrnisme untuk
meniamin bahwa standar telah terpenuhi,
deagan konsekuensi mekanisme
p€rtaoguogiauraban a.nggarao iika staodar
tersebut tidak terpenuhi.
Tingkat keterpeauhan iodikator akuntabilitas
juga dapat dihituag deagan persamaan berikut:
t in g k at itnp lement as i pr eme nt as i
E Nilai fawaban "ya"
=ffix100o/o
N'laka pethituagan untuk masing-masing
indikator di atas akao menghasilkan oilai yaag
sama seperti yang terdapat dalam table 4.4.
Jadi nta-rata tingkat keteq>eauhan indikator
akuntabilitas adalah sebagai bedkut:
(-b t 65,810/o+ 69,23o/o* SL,ZBo/o*
66,67 Vo + 66,67 o/o * 64,10 o/o'l(b"Z 
-
aac))/6 = 6396oh
Selanjutnya dilal<ukan perntandingan nilai 1
hitung terhadap 1 tabel Adapun hasil
perhitungan nilai t hituog tratr:k variabel
akuntabilitas dapat dilihat pa& tabel 4.5
bedkut $lalqr::'^t23):











Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t hitung
masing-masing indikator uatuk variabel
akuutabilitas. Jika dibandiogkan dengan nilai 1
tabel (1,96), maka untuk indikator 1,2,4 daa 5
nilai i hi6rngnya lebih besar dari l tabel Q979;
2,595;2,227; daro 2227 lebih besar dari 1,96).
Sedangkan uatuk indikator 3 dan jsdiketor 6
nilai i hituagnya lebih kecil dari l abel (0,163
dao 1,831 lebih kecil d^ri7,96), dan uotuk rrilai
i hitung pada vatiabel akuotabilitas secara
kesehrruhan iuga lebih kecil dari t hitungnya
(1,805 lebih kecil dari 1,96).
Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui
unnrk indikator 1 (?roses pembuatao sebuah
keputusao yaag dibuat secara terhrlis, tersedia
bagi warga yang arembutuhkao, dengao setiap
keputusaa yang diambil sudah memenuhi
standat etika dan nilai-oilai yang bedakrl dan
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang
benar), iadikator 2 (IGielasan dati sasarao
kebiiak"" ya{€ telah diambil dan
dikomunikasikan), indikator 4 (Penyebaduasan
ioformasi mengenai suatu keputusan melalui
media massa) dan indikator 5 (.\kses publik
pada informasi atas suatu keputusan setelah
keputusan dibuat serta mekaaisme pengaduan
masyarakat) telah terpenuhi Sedaagkan uatuk
indikatot 3 QGlayakao dan konsistensi dati






Indikator 1 3 25$7 65,81%
Indikator 2 2 TI 69p3o/o
Indikator 3 I 20 5L3'
lndikator 4 1 26 6.670
Iadikator 5 2 ztt 66,67.
Indikator 6 , 25 64,1o/.
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iarlilrator 6 (Sistem iaformasi mmdlenen
dan monitoring hasil) belum terpenuhi
Berdasarkao keteqpeauhaa di at^s dapat
disimpulkan bahsra secara keseluruhan tinghat
impleneatasi pti"*lp akuntabilitas d2bm
keuagan daerah dinyatakaa masih
rendrh, kareaa belum semua indikator
akuaabilitas telpeouhi. Untuk itu Pemerintah
Daerah di Propiasi B€o*ulu masih perlu
tndakukao dalam imFlemeoasi
indikaor-indikator akrmtabilitas yaag belum
terpenuhi, tenrtarna uatuk iodikatot 3
Gelafkao daa konsisteosi dr.i target
opcrasional maupuo pricritas). Oleh karena itu
penedoah daesh pedu melakukan
peoirrgtatan khususnya dalam penetapan
staadadsasi biaya rmtuk setiap item kegiataa
yaag telah diaosarka4 agnr arrgarar yaog
dikeLola lebih akuoabel sehinga dapat
dipaangguograwablrao baik kepada atasAn
rnaupuo kepada masyarakat.
Yariabel Traaepatansi
Tiagkat keterpenuhan iadikatot uatuk variabel
traosparansi rlapat dilihet pada tabel 4.6 berkut
ini
Tabel 4.6 Tingkat Keterpenuhao Iadikator
Traosparansi
Jea dilihat dari persetrtase heterpenuhan
iadikator transparansi, fqgk.t keterpenuhan
prfqg tcndah tetdapat pa& indikator 4, yakni
55,13o/o. Hal ini menuojukkan bah\il/a
keterpenuhan indikator peningkatao arus
informasi melalui keriasaura deagan media
massa daa lembaga non pemedntahan masih
behrm maksimal. Uatuk itu pemeriatah daerah
di Propiasi Beagkulu pedu ruelakukan












Iodikatot 1 6 23;t7 59,4ryy,
Iodikator 2 2 24 61,54%
Indikator 3 ) a 6l,ilYo
Indikator 4 2 21"3 55,Lroh
Raa-tata
kerelunrhan B,tl 59;4o/o
Sumber futa priner diobb, 2009
&t rn rrytyz meoingka&aa arus informasi
Sdaogtm tingtat ketelpeouhao paling 'agi
Edryit pda inditator 2 dan 3, dengan
p€tseobse sdna (67,5404. Hal ini
meutmiuttao adrorya kemudahao akses
infotmasi ,rarrn pengelolaaa keuangarL dan
tetdapat suatu mekanisme peagaduao iika adapeutu.aa ymg aUngar atau peflniotaaa
uoark membayar u-ng srxrp.
Jika dilihat bhih rinci terdapat beberapa item
yaag pedu meaiadi perhatian, karena item
tetsehrt tinghat keterpeouhaanya lebih rcndah
fi[qo.lin*an item lainoya. Adapun item-item
ters€but yaitu tmnrk pfftany 
^n 3 padaiodikator 1, ftekueasi keterpeouhao item
tersebut banye 19 {48JZW, hal iai
meouaiul&eo bahwa informasi
teotaag biaya realisasi aaggamn melalui media
massa 
'asih kutaflg. Uatuk itu pemeriatahdae$h di Propinsi Beogkutu pedu
meaingkatkaa keria srrtra deogan media massa
khususaya uotuk publikasi tentaog birya
realisasi ao am4 agat arr.gg tan yang dikdola
r-F* lebih taosparan sehioga bisa




t in g k at imp I ement as i pr emmt o s i
= -, 
f IiFi la*auan'Ya" xloo%Nilai Makimum Kusroner
L{aka unnrk m^sing-masing
indikator di atas akan menglrasilkan nilai yang
sema dsogar yaog terdapat dalam table 4.6.
Jadt na-rzia ringtat ketetpenuhao indikator
traosparaasi a4"lah sebagai tredkut
5g-4A o/o + 61.54 oA + 61,54 o/o + 55.13 ,/o
4
Selaniutnya dilakukao pembandingaa n.ilai ihitung terhadap 1 tabel Adapun hasil
perhitungan nilai t hitgng tmnrk variabel
transparznsi dapat rtitihat pada abel 4.7 bedkut
iaif{alaman 23):












































S*abor futa priacr diolab, 2(N9
Dari abel di atas dapat dihhat nilai g hitung
masing-masiog indikator uotuk variabel
trenspamnsi Jika dibaodiagkan de.gF. nilai 1
tabel (186) rnakn n.ilqi t hirurrg uotuk semua
irdikator traasparaosi lebih kecil dari 1 abel
(1,139; 1,474;7,474; dan 0,6216 lebih kecit dad
1,96). Dan trntuk nitai t hituf,g pa& variabel
traasparaasi secara keseluruhan iuga lebih kecil
dari ihitrmgnya (1,189lebih kecil da; 1,96).
Dari hasil perhituagaa di aas dapat dikeahui
setnua indikatot transpaaasi indikator 1
(Peayediaan ioformasi yang i"1"" ten+ang
prosedur-prosedur, biaya-biaya dao taagguog
ir*"b), iodilrrtot 2 (Kemudahan ,l.ses
iafotmas), indikator 3 (Meoyusua suatu
mekaaisme pengaduan A, 
"d, petaturao yangdilangg r atau pem;ntarn qotuk membayar
.ang srup), daa indikator 4 (Meniogfutkaa
arus informasi melalui keriasama deng4 media
massa dan lembaga noa pemeriatahan) bdum
terpenuhi
Berdasarkan keterpenuhaa tersebut dapat
disitnF 
'Ikan bahva secara keselunrhan tinglrat
implemeatasi pdasp transpamnsi delam
peogdolaaa keuogan daerah diayaakaa masih
readall karena semua indikator traf,sparaosi
belum terpenuhi Untuk itu mrsih pedo
cielakukaa peang*raa rl^teni implerneritasi
fudi[26s-fudika1qr traosparaosi" terutama
uotuk iodikator yaog paling rendah (iodikator
4t peoingkatan arus iofotmasi melalui
keriasama deogao rnedia ma5s2 rtan lembaga
ooa pemeriaahao). Oleh kareoa itu
pernerin62f, daerah di Prcpinsi Beagkulu pedu
melakukaa peningfuaa keriasa'"'a dengan
pihak lnin, dalam upaya meoioglatkan arus
infomasi agar aogaran yaag dikelola lebih
trarrsparao, sehioga d"p.t meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Yariabel Partieipasi
Tingkat keterpeouhan indikator untuk variabel
partisipasi dapat dilihat pa& abel 4.8 bertut
ini:.
Tabel 4.8 Tingkat Keteqpenuhan Indikator
Srahr datapiner diolab, 2009
Dari abel 4.8 di atas, dapat dilihat !2[rv72
persentase pemenuhan tertinggi ada pada
iadikator kedua yaitu adanya forum uatuk
meoampuag partisipasi masyamkat yasC
rcpresentatiq ielas arahnya dan dapat dikontrotbersifat terbuka daa iotlusif, harus
ditempatkao sebagai mi-bar masyarakag
dengan persentase 7 5,4rh.
Ketedibatan aparat melalui terciptanya ailai
dan komitmen di aotara apatat pemenuhaaoya
73Jyo, sedikit lebih rendah dari pemenuhao
indikator sebeluonya. Selaniutnya pemeouhan
indikator ketiga adalah iodikator keempat yaitu
fokus peurethtah pada memberikrn a1x[ dxa
meogundang orang lain untuk beqpartisipasi
dengan persentase pemenuhannya sebesar
649%. Uotuk meoiogkatkaa
iadikator iot pemerintah daemh harus benar-
benar bedokus pada 666fedkao atah dat
meogundaag orang lain untuk berpartisipasi.
Hal irri bisa difasilitasi deagan pembeotukan
Musrenbang di setirp daemh yang termasuk di
delarn [x1s725aa masing-masiog kabupaten.
Keuampuao masyarakat unnrk terlibat dalam
proses pembuatan keputusan terpenuhi sebesar
59$5% dengan dua item peraoyaan dan
masing-masing pertaoyaaa memperoleh
iawaban yang merata dari responden.
Peaingkataa kemampuaa masyarakat untuk
belpartisipasi ini dapat dilalrukan dengan cara
membebaskan masyarakat merrrberiLao
masukan-masukan dao meoerapkao masukan-
masukan tersebut pada proses pengelolaan
keuangan.
Indikator kelima terpenuhi 57o/o meourut
respoaden. Per,tarryaaa yzurrg me$aakili
indikator ini be{umlah dua petanyaan dan







Iadikator I 42 73.7/o
Indikator 1 43 75.Q/o
Indikator 2 34 59.650h
Indikator 1 37 &,9/o
Indikamr ,) 325 57t/"
Indikatot 8 22 38,6%
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Momeotum
kedua pertaayaaa ini tersebar tuereta, 59,6yo
dan 54,4oh. Uatuk meoiagkatkan visi dao
pengembaagan berdasa*an koasensus aatata
pemerinah dao masyarakat hendakaya
pemerinah bisa meninghatkan fuagsi
Musrenbang daa lebih mdibatkan
dalam Mu*enbaag tersebut
Nilai terkecil ada pada irdikator keenam
teotaog akses masyarakat meoyampaikan
peodapat dengaa ftekuensi iawaban 'V'
sebesar 22, poeauhan t"'hadap indikator ini
h*y" 38,60/0. Be$rti dalam peogelolaaa
keuaogan di Kabupaten Beogkutu Ut"na akses
bagi masyarakat uonrk betpanisipasi
pendapat dalem proses
peogambilan keputusan masih kuraog. Dalam
hal rat" pemerinah daerah di Propinsi
Bergkulu sebaikoya bisa lebih me.irrghatkao
p"rtisrprsi dengao melakutaa
diskusi publik atau mertgadakao peftelnlulr
kelompok agar masyarakat dapat
peadapatnya .lao berpartisipasi
aktif dalam proses pengdolaao keuaogaa.
Dari hasil peaelitiaa ioi diperoleh kesimplla.
bahwa implemeaasi prinsip akuatabilitas,
traosparaosi dao partisipasi dalam
keuaagan daetah di 3 Kabupateo dalarn
Ptopiasi Benglulu secara umrun masih readah
IMPLIKASI
Dari pembahesaa hasn peaelitiao daa
kestmpulaa di atas, maka implikasi da"i
penelitiao ini ad^l4h sebagai bedkur
a. Pemetintah daerah di Propinsi
Beagkulu masih pedu melakuLan
peningkataa irnFlementasi indikator
akuatabilitas debm peogelolaao
keuaogan daerah, kbususaya dalam
P€oetaPaa staad*nisasi biaya untuk
setiap itcrn kegiatao yaog telah
dienggadraa.
b. Peme'i'rah daerah di propinsi
Beagkulu iuga pedu meoiogtatkan
keria sama deogan media aassa ager




c. Masyamkat diharapkan aktif dalam
berpartisipasi dao menilai kineria
pemedatah daerah sebagai pengelola
keuang3n daerah, melalui wakil-wakil
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